
       

 

 

          

WALIKOTA BATU 
IKO[ 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

PERATURAN  WALIKOTA BATU 

NOMOR 59 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4118); 

3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

 



14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4027); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  

tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437); 

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5372);  

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 



29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 81); 

33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 

34. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 334); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2005; 



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 

Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Serta Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional; 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/ 

2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 

Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi 

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas 

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011; 

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana 

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan 

Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 19/PMK.07/2013; 

 



43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.07/ 

2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Pajak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

77/PMK.07/2014 tetang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor:202/PMK.07/ 2013; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.07/ 

2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.07/2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 1/PMK.07/2014; 

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 61/PMK.07/ 

2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

Tahun Anggaran 2014; 

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.07/ 

2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota Tahun Anggaran 2014; 

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi 

dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014; 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi 

Tahun Anggaran 2014; 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun 

Anggaran 2014; 

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 85/PMK.07/ 

2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 

2014; 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016; 

53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 

Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Batu Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2006 Nomor 6/A); 



54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E); 

55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B); 

56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata 

Resource (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 

Nomor 2/E); 

57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 1/B); 

58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 2/B); 

59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor  4  Tahun 2010 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 3/B); 

60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor  5  Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 4/B); 

61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B); 

62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 6/B); 

63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C); 

64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C); 

65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Raya 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 

3/C); 

66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2010 Nomor 4/C); 

67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B); 

68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C); 



69. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan 

Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2010 Nomor 6/C); 

70. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2011 Nomor 1/B); 

71. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2011 Nomor 1/E); 

72. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E); 

73. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2011 Nomor 3/E); 

74. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 

2/A);  

75. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D); 

76. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 

2011 Nomor 2/B);  

77. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C); 

78. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E); 

79. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu 

Kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);  

80. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2013 Nomor 1/D); 

81. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 2/D); 



82. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 

Nomor 3/D); 

83. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Batu (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2013 Nomor 4/D); 

84. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah 

Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017 (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/E); 

85. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Batu Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2015 Nomor5/A);  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

 

Pasal  1 

 

(1) Pendapatan:     

 A Pendapatan Asli 

Daerah 

Rp 118.739.324.302,58   

 B Dana Perimbangan Rp 669.084.205.880,00   

 C Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

Rp 69.855.783.122,00 

 

  

  Jumlah Pendapatan Rp  857.679.313.304,58   

 
 

(2) B{elanja 

    

    a Belanja Tidak Langsung:   

 1) Belanja Pegawai  Rp 311.666.706.507,00   

 2) Belanja Bunga Rp 0,00   

 3) Belanja Subsidi Rp 0,00   

 4) Belanja Hibah Rp 64.537.864.000,00   

 5) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.683.120.000,00   

 6) Belanja Bagi Hasil Rp 8.156.890.439,10   

 7) Belanja Bantuan Rp 41.556.810.860,20   



8) Belanja Tidak Terduga Rp 1.000.000.000,00 

  Rp    439.601.391.806,30   

b Belanja Langsung     

 1) Belanja Pegawai Rp 40.171.174.500,00   

 2) Belanja Barang dan 

Jasa 

Rp 195.636.272.390,12   

 3) Belanja Modal Rp 203.519.224.608,16   

  Rp 439.326.671.49 8,28   

 Jumlah Belanja  
Rp 878.928.063.304,58   

 Surplus (defisit) 
Rp 

   

(21.248.750.000,00)                         

  

  

Pembiayaan      

a Penerimaan Rp                         0,00   

b Pengeluaran Rp                          0,00 

 Jumlah Pembiayaan netto Rp                         0,00 

 Sisa lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berjalan 

Rp                         0,00 

     

 

 

Pasal  2 
 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal  3 
 

Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita 

Daerah Kota Batu. 

 

 

       Ditetapkan di  Batu 

pada tanggal 31 Desember 2015 
   

 

  

  

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 59/A            . 

 

WALIKOTA BATU, 

 

 

 

 

EDDY RUMPOKO 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal 31 Desember 2015 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

     Ttd 
ttd 
 

 
WIDODO 

 

 

 

 

  


